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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.
Berbicara tentang petani dalam pikiran banyak orang langsung tertuju
kepada suatu kondisi seseorang yang tinggal di desa dan miskin. Secara lokasi
memang petani berada di desa, karena di desa umumnya masih memiliki lahan
kosong yang luas, berfungsi sebagai lahan pertanian dan sumber penghidupan.
Sedangkan untuk kondisi miskin yang sering disandang oleh masyarakat desa
yang umumnya bekerja sebagai petani ini tentu kita perlu dulu untuk
mengecek kebenarannya berdasarkan data-data yang konkrit yang kredibilitas
datanya dapat dipertanggungjawabkan.
Kemiskinan diartikan sebagai suatu standar kehidupan yang rendah,
adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang
dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku di dalam
masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan dapat diketahui dengan
membandingkan kondisi ekonomi dengan orang yang dapat dikatakan
memiliki status sosial yang berada di atasnya. Bagi sebagian orang masalah
kemiskinan dianggap sebagai permasalahan lawas yang kurang menarik untuk
dibahas. Akan tetapi dalam penelitian ilmu sosial masalah kemiskinan
sangatlah menarik, terbukti banyaknya literatur-literatur tulisan dari terbitan
lampau sampai sekarang masih banyak buku-buku sosial yang membahas
tentang kemiskinan (Suparlan: 1993 : xi).
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ketika menjelang pemilihan legislatif atau pemilihan Presiden. Janji
kesejahteraan, penyelesaian atau pengurangan masyarakat miskin menjadi
modal bagi kandidat calon untuk memenangkan kursi legistatif dan
pemerintahan. Akan tetapi masalah kemiskinan yang dari dulu sampai
sekarang ini seakan susah untuk diselesaikan. Terutama dipedesaan masalah
kemiskinan seakan masih tetap kukuh tertancap menjadi masalah dan identitas
masyarakat pedesaan.
Program-program pembangunan pemerintah seperti ABRI masuk desa,
program-program swasembada pangan pada masa Soeharto dan program-
program baru era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, seperti PNPM
Mandiri Pedesaan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beras
untuk masyarakat miskin (Raskin) yang digadang-gadang mampu
menyelesaikan masalah pembangunan dan kemiskinan desa.
Begitu banyaknya program pemerintahan untuk membangun desa, ada
bukan tanpa pertimbangan. Program pembangunan banyak dilakukan di desa
dikarenakan apabila pembangunan nasional digambarkan sebagai suatu
lingkaran, maka titik pusat dari lingkaran tersebut adalah pembangunan
pedesaan. Analogi ini berdasarkan pada beberapa tiga alasan. Pertama, bahwa
kurang lebih 80 % penduduk berdiam di pedesaan sehingga apabila
pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka
pembangunan termaksud harus melibatkan secara langsung (atau tidak
langsung) 80 % penduduk pedesaan tersebut. Dibanding penduduk perkotaan
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keadilan sosial, maka pembangunan yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan pedesaan perlu mendapat perhatian dan prioritas tinggi. Kedua,
potensi sumber daya alam jelas sebagian besar terdapat di daerah pedesaan
yang berupa lahan pertanian, sumber air, hutan dan tenaga kerja. Dengan
alasan demikian penggalian sumber-sumber alam di atas mau tidak mau
memerlukan adanya pembangunan. Ketiga, dilihat dari sudut pertahanan dan
keamanan nasional, maka basis pertahanan dan keamanan terletak di desa
(Prayitno dan Burhan, 1987: 7-8).
Pembangunan dan program pengentasan kemiskinan selama ini
sepertinya tidak mengurangi jumlah masyarakat miskin secara signifkan bagi
masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pedesaan pada
khususnya. Ini terbukti dari data yang dikeluarkan oleh BPS sebagai badan
statistik yang dimiliki pemerintah. Berdasarkan data dari Badan  Pusat
Statistik (BPS) No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010. Pada bulan Maret tahun 2010
angka kemiskinan di Indonesia mencapai 31,02 juta jiwa, 13,33 % dari jumlah
penduduk yang ada di Indonesia. Jawa Tengah menempati posisi ke 2 sebagai
provinsi dengan penduduk termiskin terbanyak setelah Jawa Timur dengan
jumlah penduduk miskin mencapai 5 369.160 jiwa.
Laporan BPS (dalam Solopos, 2 Juli: 2014) pada akhir-akhir ini
menyebutkan sempat terjadi penurunan angka kemiskinan pada tahun 2013
yakni penduduk miskin tercatat dalam kategori miskin 28,17 juta. Akan tetapi
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kemiskinan mengalami peningkatan lagi yakni menjadi 28, 28 juta jiwa. Saat
ini, penduduk miskin terbanyak berada di Pulau Jawa, yaitu mencapai 15,5
Juta orang, diikuti oleh Sumatera 6,07 juta orang, Sulawesi 2,1 Juta, serta
Maluku dan Papua 1,5 Juta. Sementara untuk penduduk miskin di Jawa
Tengah (Jateng) sendiri, mengalami peningkatan pada Maret 2014 dibanding
September 2013 sebanyak 0,2 %, yakni dari 4.811 juta menjadi  4.836 juta
jiwa. Dari total penduduk miskin pada Maret 2014, tercatat sebanyak 10, 5
juta orang berada di daerah perkotaan dan sebanyak 17,7 juta orang berada di
daerah perdesaan. Dari data BPS masyarakat miskin periode Maret 2014
tersebut, tentu sangat jelas sekali bahwa dari bahasan awal tentang perdesaan
dicirakan sebagai masyarakat yang miskin masih kukuh. Ini terlihat dari 28,2
juta orang masyarakat miskin di Indonesia, sekitar 62.77 % terdapat
diperdesaan.
Situasi dimana peradaban pertanian masih dominan di Indonesia,
kemiskinan di pedesaan hampir sepenuhnya melekat pada kegiatan pertanian
rakyat yang syarat tenaga kerja. Menurut Soegeng Sarjadi, ditinjau dari faktor
penyebab, kemiskinan di pedesaan tidak semata-mata disebabkan kurangnya
modal agregat di pedesaan, tetapi juga oleh tidak meratanya penguasaan aset
(modal) produksi. Distribusi penguasaan asset atau modal produksi
diperkirakan sebagian besar modal pertanian di pedesaan dikuasai oleh
sebagian kecil oleh pelaku kegiatan ekonomi. Bagong Suyanto menyebutkan
jumlah penduduk desa yang terus bertambah tetapi tidak diimbangi dengan
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dapat dimiliki petani kecil sehingga terjadi apa yang disebut Geertz sebagai
shared poverty (Madekhah, 2007: 8-9).
Badan Statistik Pusat mencatat usaha di bidang pertanian hanya
menyumbang pendapatan bagi rumah tangga petani sebanyak 46.74 %.
Kesejahteraan petani dapat dikatakan rendah, dikarenakan pendapatan petani
pertahun hanya Rp. 12,41 juta per rumah tangga petani (RTP). Apabila
dihitung pendapatan rata-rata per bulannya itu lebih rendah dibandingkan
Upah Minimum Provinsi (UMP) terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
yang sebesar 1,2 juta per bulan. Pekerjaan sebagai buruh tani, hanya
menyumbang 6,85 persen dari pendapatan. Pernyataan Kepala BPS Suryamin,
menjelaskan berdasarkan sensus BPS tahun 2013 jumlah RTP dalam sepuluh
tahun terakhir (2003-2013) berkurang 5,1 juta RTP. Dari 31,23 juta pada 2003
menjadi 26,14 pada tahun 2013. Adapun rinciannya adalah petani yang
menguasai lahan kurang dari 1000 meter persegi berkurang 5,04 juta RTP.
Petani dengan penguasaan lahan 1000-1999 meter persegi berkurang 52.168
RTP. Petani dengan lahan 2000 - 4.999 meter persegi berkurang 83.581 RTP.
Petani dengan lahan 5.000 – 9.999 meter persegi berkurang 227.739 RTP.
Petani dengan lahan 2-3 hektar berkurang 54.928 RTP. Jumlah petani dengan
penguasaan lahan 1-2 hektar bertambah 64.320 RTP. Jumlah petani yang
memiliki penguasaan lahan lebih dari 3 hektar bertambah 298.832 RTP
(Kompas, 13 Agustus : 2014).
6Dalam sejarah penguasaan lahan pertanian, konflik pertanahan selalu
menyeruak di negara agraris seperti Indonesia. Dari berbagai kasus sengketa
yang pernah terjadi, mulai dari zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda
hingga Orde Baru, mulai dari kasus Cilegon Banten (1888), Cimacan Bandung
(1989), Jenggawah Jember (1995) hingga Kalibakar Malang Selatan (1997),
selalu menempatkan petani dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan
penguasa. Keberadaan tanah bagi petani selain memiliki fungsi ekonomis
sebagai sumber kehidupan, juga memiliki makna magis-religio kosmis dan
bahkan ideologi. Ironi masalah pertanahan dari masa kolonial, bahkan lebih
jauh lagi yakni masa kerajaan hingga kini sejarah pertanahan tidak
menunjukkan perubahan atau tanda-tanda ke arah yang lebih baik. kehidupan
petani selalu terombang-ambing oleh ketidakpastian akibat kebijakan negara
tentang pertanahan yang sering berubah-ubah. Adapun undang-undang
pertanahan yang masih berlaku saat ini salah satunya adalah Pasal 10 ayat 1
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bahwa seseorang harus mengerjakan
dan mengusahakan tanah pertaniannya secara aktif. Melaksanakan amanat
UUPA, maka Pasal 3 ayat (1) PP No. 224/1961 jo. PP No. 41/1964 melarang
kepemilikan lahan pertanian oleh seseorang di luar Kecamatan dimana tanah
itu berada.
Pada era kolonial, radikalisasi petani terjadi karena pengambilan tanah
(adat) secara paksa oleh negara untuk kepentingan penguasaan tanah oleh
kolonial Belanda dan inggris untuk usaha perkebunan. Bentuk radikalisasi
petani, seperti digambarkan oleh Kuntowijoyo dan Kartodirdjo berupa
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tokoh yang disebut dengan Ratu Adil atau Imam Mahdi, yaitu seorang yang
mengemban misi membebaskan rakyat dari kesengsaraan dan akan memimpin
masyarakatnya secara arif dan adil. Sementara menurut Noer Fauzi, bentuk
gerakan sosial petani pada era Orde Lama lebih diakibatkan pada intervensi
partai politik dalam memblow-out masalah tanah sebagai isu kepentingan
partai. Berlainan pada Orde Baru, karakter konflik pertanahan bersifat vertikal
antara pemegang hak dengan pengusaha yang berkolaborasi dengan penguasa
(birokrasi pemerintah). Tanah pada kurun waktu itu dipandang sebagai suatu
komoditas sebagai akibat pilihan paradigma pembangunanisme atau
developmentalisme (Madekhah, 2007 : 20).
Gerakan perlawanan lebih dipahami dengan konflik terbuka misalnya
demo atau pengumpulan massa, protes atau mogok kerja. Akan tetapi konflik
terbuka perlu diketahui memiliki dampak negative. Menurut Loekman
Soetrisno, konflik terbuka baik yang didukung oleh tokoh agama yang
karismatik atau oleh sebuah partai politik radikal pasti akan memperoleh
reaksi represif sifatnya dari rezim yang berkuasa. Dalam situasi ini yang
menjadi korban terbesar adalah petani gurem itu sendiri. Misalkan sejarah di
Indonesia mencatat ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) gagal merebut
kekuasaan pada tahun 1965, maka korbanterbanyak dari tindakan represif
yang dilakukan oleh pemerintah adalah petani yang disinyalir menjadi
simpatisan dan pendukung Partai Komunis Indonesia. Dan sebelumnya pada
abad ke-19 sampai pada abad 20 awal dikenal gerakan perlawanan petani yang
8diberi nama gerakan Ratu Adil. Gerakan ini merupakan wadah bagi petani
miskin melawan ketidak adilan yang disebabkan oleh tindakan yang
sewenang-wenang baik dari pihak kapitalisme perkebunan, aparat pemerintah
kolonial atau tindakan kolutif keduanya. Akan tetapi gerakan-gerakan konflik
terbuka tersebut mudah dilibas oleh pemerintahan pada waktu itu. Ini
menunjukkan bahwa gerakan-gerakan perlawanan yang sifatnya terbuka dan
terorganisir mudah sekali untuk diberantas. Kemudian petani pada saat itu
melakukan perlawanan sederhana dan sifatnya tertutup tidak terorganisir akan
tetapi memiliki dampak yang besar bagi pemerintahan kolonial. Yakni
keisengan petani tanpa terorganisir dan diperintah melakukan pembakaran
perkebunan tebu dengan melempar puntung rokok. Tindakan ini berhasil
mengacaukan proses produksi pabrik tebu. Sehingga pihak kolonial pada saat
itu membentuk polisi khusus untuk mengatasi pembakaran tebu, meskipun
demikian pembakaran tebu terus terjadi dan sulit untuk mengetahui pelakunya
(Scott, 2000 : xvii).
Pelopor gerakan perlawanan petani tanpa kekerasan di Indonesia
dikenal tokoh pencetusnya yakni Samin Surosentiko. Yang puncak
gerakannya  terjadi pada tahun 1914, setelah pajak tanah dan cacah jiwa
dinaikkan oleh pemerintah kolonial yang dirasa semakin menekan.
Perlawanan dilakukan tidak secara frontal di wilayah publik, tapi
pembangkangan diwilayah privat yakni tidak mentaati peraturan-peraturan
pemerintah kolonial di lingkup diri dan keluarga, sehingga oleh pemerintah
9kolonial ini disebut sebagai lijdelijk verzet atau perlawanan pasif (Sholeh dan
Muhammad, 2014 : 16).
Gambaran konflik petani dengan penguasa sebagai akibat penguasaan
lahan atau ketertindasan petani oleh pemerintah kolonial tentu berbeda pada
kondisi seperti sekarang ini. Dari data penguasaan lahan yang dikeluarkan
oleh BPS, terlihat jelas sekali adanya pengurangan 5,1 juta RTP dan jumlah
total pengurangan RTP jauh lebih besar di banding  bertambahnya penguasaan
lahan oleh RTP. Ini menunjukkan ada pemusatan kepemilikan lahan yang
begitu luas oleh sebagian kecil RTP. Ini berakibat pada banyak petani yang
tidak memiliki lagi lahan pertanian. Dan masalah ini menimbulkan rentetan
masalah sebagai imbasnya. Masalah yang timbul diantaranya meningkatnya
jumlah petani penggarap dan jumlah buruh tani. Sebagai akibat penguasaan
lahan yang begitu luas oleh sebagian kecil petani sehingga banyak RTP-RTP
yang dulu memiliki lahan pertanian pribadi sekarang sudah tidak memiliki hak
milik lahan .
Timbulnya status dalam masyarakat pertanian di pedesaan yakni
petani pemilik, petani penggarap dan buruh tani dalam satu kegiatan produksi
disatu sisi dapat dikatakan sebagai kerjasama dalam proses produksi pertanian
akan tetapi dalam hubungan kerja tentu terdapat gesekan-gesekan pemicu
konflik antar aktor dalam proses produksi pertanian. Situasi seperti ini antar
actor untuk melakukan gerakan resistensi atau perlawanan dalam kehidupan
sehari-hari.
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Gerakan perlawanan dinamakan oleh Scott sebagai ‘bentuk perlawanan
petani sehari-hari’. Sebuah pertarungan jangka panjang antara petani dengan
pihak yang berusaha menyerobot, pekerjaan, makanan, sewa dan bunga dari
mereka. Senjata-senjata perlawanan orang kalah (petani) disini adalah yang
biasa milik kelas yang relative tak berdaya dan selalu kalah. Seperti
memperlambat kerja, bersifat pura-pura, pelarian diri, pura-pura memenuhi
permohonan, pencurian, pura-pura tidak tahu, menjatuhkan nama baik orang,
pembakaran, penyabotan dan sebagainya (Scott, 2000 : xxiii).
Penelitian ini menjadi menarik bahwasannya perlawanan kaum tani
tetap ada meski penjajahan kolonialisme telah berakhir. Pada era sekarang
dengan penguasaan modal produksi yang dimiliki oleh sebagian kecil
masyarakat di pedesaan menimbulkan kemiskinan yang semakin bertambah.
Penguasaan lahan yang begitu luas oleh sebagian kecil masyarakat desa
seakan memperlebar jarak antara pemilik lahan, penggarap dan buruh tani.
Kemiskinan dan pelanggaran kepemilikan lahan pertanian juga terjadi di
Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Data mapping (2015),
menunjukkan dari 750 KK terdapat 162 KK miskin. Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2015, menunjukkan penguasaan lahan
produktif yang ada di Desa Karungan banyak dimiliki oleh masyarakat di luar
Kecamatan Plupuh. Hak kepemilikan tanah oleh orang di luar Kecamatan
dimana tanah itu berada di kenal dengan kepemilikan tanah absentee. Bahkan
banyak lahan dimiliki oleh orang yang berdomosili sangat jauh, seperti Medan,
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Bekasi, Bandung. Hal ini tentu melanggar Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) tentang seseorang harus mengusahakan tanah
pertaniannya secara aktif, karena lokasi tempat tinggal sang pemilik dengan
lahan pertanian yang berjauhan. Situasi demikian berakibat pada banyaknya
masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani dan petani penggarap, sehingga
tidak dipungkiri terjadinya berbagai perlawanan dengan bermacam variasinya
dan seni perlawanannya yakni antara buruk tani, petani penggarap dan petani
pemilik lahan dalam proses produksi pertanian.
Penelitian konflik pertanian sebelumnya juga pernah di tulis oleh Ahmad
Zuber (2013), beliau menuliskan konflik agraria yang terjadi di Desa
Sanggang, Kabupaten Sukoharjo. Dalam tulisannya, konflik agraria masyarakat
di kawasan hutan negara tersebut disebabkan oleh 2 hal, yakni petani yang
tidak memiliki lahan untuk digarap dan ketidak adanya penataan ruang untuk
taman desa. Akan tetapi dalam tulisannya kurang mengupas secara dalam
bentuk-bentuk perlawanan pihak yang terlibat konflik. Sedangkan penelitian
yang akan dilakukan oleh penulis ini, berusaha melihat sampai pada seni
perlawanan petani tanpa kekerasan di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh,
Kabupaten Sragen. Perlawanan sehari-hari, justru membuat para aktor dalam
produksi pertanian mampu untuk hidup berdampingan.
A. Perumusan Masalah.
Dari uraian latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas maka muncul
suatu rumusan masalah sebagai berikut :
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1. Bagaimana perlawanan sehari-hari antar kelas petani dalam proses
produksi pertanian di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten
Sragen?
2. Bagaimana perlawanan sehari-hari inter kelas petani dalam proses
produksi pertanian di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten
Sragen?
B. Tujuan Penelitian.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk menggambarkan perlawanan sehari-hari antar kelas petani
dalam proses produksi pertanian di Desa Karungan, Kecamatan
Plupuh, Kabupaten Sragen.
2. Untuk menggambarkan perlawanan sehari-hari inter kelas petani dalam
proses produksi pertanian di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh,
Kabupaten Sragen.
C. Manfaat Penelitian.
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian  ini  diharapkan mampu memberikan  sumbangan
pemikiran terhadap perkembangan  ilmu  pengetahuan  di  Program
Studi Sosiologi, khususnya  mengenai studi pedesaan dan studi
kemiskinan.
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b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap
ilmu Sosiologi terutama teori konflik khususnya untuk studi di
pedesaan.
c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian bagi peneliti
lain yang ingin mendalami  penelitian bertema serupa.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai berikut;
a. Dapat  memberi  gambaran mengenai kehidupan petani dipedesaan
dengan berbagai perlawanannya untuk mendapatkan kehidupan yang
lebih layak.
b. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan
pembaca.
c. Dapat memberikan gambaran kepada pemerintahan setempat
berkenaan pentingnya penguasaan lahan produktif untuk menciptakan
kemakmuran masyarakat sekitar.
